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SALINAN 

 

 

 

BUPATI LEBAK 

PROVINSI BANTEN 

 

PERATURAN BUPATI LEBAK 

NOMOR 51 TAHUN 2023 

 

TENTANG  

 

ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS 

ELEKTRONIK TAHUN 2023-2028 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI LEBAK, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) 

dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 

2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang  Arsitektur dan 

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Tahun 2023-2028; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4010); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), 
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6842); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
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Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang 

Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5149); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019  tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 



PARAF KOORDINASI 

SEKRETARIS DAERAH  

ASISTEN SEKDA  

KEPALA DISKOMINFO SP  

KEPALA BAG. HUKUM  
 

- 4 - 
 

Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6400); 

13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu 

Data Indonesia (Lembaran Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 112); 

15. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang 

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 233); 

16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 

tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272); 

17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 

5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi 

Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 209); 

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 154); 

19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan 

Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745); 

20. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 

Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan 

Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan 

Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem 
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Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541); 

21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 

16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum 

Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 1374); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 

2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Lebak Nomor 20168), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak 

Tauhun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Lebak Nomor 20219); 

23. Peraturan Bupati Lebak Nomor 100 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik Pemerintah Kabupaten Lebak (Berita Daerah 

Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 100); 

 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ARSITEKTUR DAN PETA 

RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS 

ELEKTRONIK TAHUN 2023-2028. 

 

  BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak. 
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2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Lebak. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala 

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang 

selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan 

pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada 

pengguna SPBE. 

6. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang 

memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, 

dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara 

terpadu. 

7. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk 

mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan 

berkesinambungan, serta layanan SPBE yang 

berkualitas. 

8. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 

(satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang 

memiliki nilai manfaat. 

9. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang 

mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan 

informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan 

keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE 

yang terintegrasi. 

10. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur 

SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah. 
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11. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang 

mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan 

pelaksanaan SPBE yang terintegrasi. 

12. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta 

Rencana SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah. 

13. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang 

terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas 

dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah 

masing-masing. 

14. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, 

perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang 

utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi 

data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat 

integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik 

lainnya. 

15. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk 

penempatan sistem elektronik dan komponen terkait 

lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan 

dan pengolahan data dan pemulihan data. 

16. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang 

menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu 

organisasi. 

17. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat 

integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran 

layanan SPBE. 

18. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program 

komputer dan prosedur yang dirancang untuk 

melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE. 

19. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, 

standar dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi 

pusat dan/atau Pemerintah Daerah. 

20. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, 

dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi 

pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk 
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memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan 

instansi pusat dan Pemerintah Daerah lain. 

21. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang 

terpadu dalam SPBE. 

22. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah 

proses yang  sistematis untuk memperoleh dan 

mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset 

teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan 

untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi 

informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau 

standar yang telah ditetapkan. 

23. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah 

daerah, Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, 

pelaku usaha dan pihak lain yang memanfaatkan 

layanan SPBE. 

 

Pasal 2 

(1) Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai kerangka dasar 

untuk mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, data 

dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan 

Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE 

yang terintegrasi dan terpadu serta mendeskripsikan 

arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE 

yang terintegrasi kepada semua pihak yang terlibat 

dalam penyelenggaraan SPBE Daerah. 

(2) Sasaran pelaksanaan Arsitektur dan Peta Rencana 

SPBE Daerah meliputi: 

a. terwujudnya tata kelola dan Manajemen SPBE yang 

efekktif dan efisien; 

b. terwujudnya Layanan SPBE yang terpadu dan 

berorientasi kepada Pengguna SPBE; 

c. terselenggaranya Infrastruktur dan Aplikasi SPBE 

yang terintegrasi; dan 
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d. terjaminnya keamanan data dan informasi melalui 

pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan 

Komunikasi. 

 

BAB II 

PENERAPAN ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SPBE 

DAERAH 

Pasal 3 

(1) Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah disusun 

dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional 

dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD). 

(2) Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah dapat 

dilakukan monitoring dan evaluasi pada paruh waktu 

dan/atau tahun terakhir pelaksanaan dan/atau 

sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Daerah. 

(3) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Arsitektur 

dan Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), dapat dilakukan reviu perubahan 

terhadap Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah. 

(4) Reviu perubahan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan 

dengan memperhatikan: 

a. ketersediaan anggaran dan kebutuhan Daerah; 

dan/atau 

b. rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaraan dan 

kinerja SPBE Daerah; dan/atau 

c. perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD); dan/atau 

d. ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

(5) Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah 

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun 

setelah ditetapkan dan dapat dilanjutkan kembali 
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selama tujuan dan sasaran masih belum tercapai dan 

tidak ada perubahan mendasar terhadap hasil reviu 

Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 

 

BAB III 

SISTEMATIKA ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SPBE 

DAERAH 

Pasal 4 

(1) Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Daerah 

disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

a. BAB I : Arsitektur SPBE Domain Proses 

Bisnin 

b. BAB II : Arsitektur SPBE Domain Layanan 

c. BAB III : Arsitektur SPBE Domain Data dan 

Informasi 

d. BAB IV : Arsitektur SPBE Domain Aplikasi 

e. BAB V : Arsitektur SPBE Domain 

Infrastruktur 

f. BAB VI : Arsitektur SPBE Domain 

Keamanan 

g. BAB VII : Peta Rencana SPBE 

h. LAMPIRAN 

(2) Penjabaran lebih lanjut Arsitektur dan Peta Rencana 

SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 

Bupati Lebak Nomor 103 Tahun 2021 tentang Peta Rencana 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah 
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Kabupaten Lebak Tahun 2021-2025 (Berita Daerah 

Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 103), dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak. 

 

Ditetapkan di Rangkasbitung 

Pada tanggal 12 Juli 2023 

 

BUPATI LEBAK, 

 

Cap/Ttd. 

 

ITI OCTAVIA JAYABAYA 

 

Diundangkan di Rangkasbitung 

Pada tanggal 12 Juli 2023 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK, 

 

        Cap/Ttd. 

 

 BUDI SANTOSO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 51 TAHUN 2023 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak 

 
WIWIN BUDHYARTI, S.H., M.A 

NIP 19810228 200604 2 009 
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